BAB 1

PENDAHUL UAN

A. LATAR BELAKANG

Isi syari'at Islam adalah peraturan—-peraturan
yang berisi hukum Allah yang disampaikan kepada
Rasul-Nya (Muhammad Saw) untuk mengatur perikehidupan
dan penghidupan ummat manusia dalam hubungannya dengan
Tuhannvya, sesamanya, alam sekitarnya, T diantaranya
berhubungan dengan masalah kenegaraan. Ketentuan-
ketentuan ' tersebut sudah diatur dan dituangkan dalam
Al-Qur 'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan
yang paling utama, Al-hadits sebagal sumber hukum yang
kedua, dan ijtihad.

Salah satu segi aturan hukum Islam adalah pemun-—
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gutan pajak bagi orang-orang muslim yang tinggal di
Darul lelam vang disebut derngan jizyah. Hal tersebut

tercantum dalam Al1-Qur’ an surat At-Taubah ayat 29:
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Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada harzi kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yvarg telah diharamkan oleh
Allah dan Rasul ~Nya dan tidak beragama dengan
fgama yang benar {Agama Allah), (yaitu orang-—
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orangl) yang diberikan Al-Kitah kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh,
sedang mereka dalam keadaan tunduk ( Depag RI,
1978: 282).

Oleh karena itu Jizyah adalah kewajiban materi
yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan
Islam vyang dibayarkan kepada penguasa Islam sebagai
dana bagi pemerintah Islam untuk biaya menjaga, melin-
dungi dan membela Ahlud Dzimmah (non muslim) di bawah
kekuasaan Negara Islam. Ternyata golongan non  muslim
tersebut tidak hanya mendapat hak perlindungan dan
Jaminan hak-hak asasi mereka, sebagaimana hak-hak
asasi yang dimiliki oleh orang-orang Islam kecuali hak
untuk melindungi jabatan tertinggi dalam lembaga-
lembaga tinggi negara, seperti Khalifah (Kepala Ne-
gara), Ketua Mahkamah Agung (Kadli Besar), Ketua
Majlis Syura dan Kepala Baitul Mal (Bendahsara Negara).

+ ARdapun Republik Indonesia adalah negara hukum
yanag berdasarkan Pancasils dan Undang~Undang Dasar
1945  vang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga
negara, oleh karema itu pemerintah mernetapkan perpaja-
kan sebagai salah satu Perwujudan kewajiban kenegaraan
bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta
di dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional

(Rahmat Soemitro, 1990: 2).
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Sistem perpajakan vyang merupakan landasan pelak-
sanaan pajak yang selama ini tertuang dalam ketentuan-—
ketentuan perpajakan yang berlaku selama imni belum
dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek
pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan peneri-
maan dalam negeri, darn sangat diperlukan guna
mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan
nasional.

Oleh karena itu, sesusai pula dengan amanat yang
terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
(Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesié"No. II/MPR/ 1983) perlu diadakan pembaharuan
sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang
memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk
melaksanakan kewajiban serta memnuhi haknya di bidang
perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan
peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat.
( Uy Perpajakan, 1986&6: 3) .

Pajak merupakan wewenang pemerintah vyang sudah
diatur ketentuannya dalam Undang-Undang perpajakan,
baik dari segi tata cara pemungutannya, pembayarannya,
macam—macamnya, ketentuan besar kecilmya jumlah pajak
yang dibebankan kepada wajib pajak, serta ketentuan

pidana dan sanksi-sanksinya.
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Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perpajakan,
dewasa ini lebih ditingkatkarn, dengan harapan akan
memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini  terbukti
dengan semakin banyaknya aneka jumlah pajak yang
diberlakukan di Indonesia termasuk pajak wargsa negara
asing (bangsa 8sing) .

FPajak warga negara asinmg ini adalah merupakan
salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari
warga negara yang 8%1iNg yang tinggal (menetap) di
negara Indonesia. Pemungutan pajak warga negara asing
ini diatur berdasar@an Undang-Undang No. 87/ 1958 (uU
Perpajakéﬁ 1980). Dimaksudkan ag<r  pemungutan  pajak
ini mempunyai dasar hukum yang tegas dan jelas semata-
mata untuk mencari kepastian hukum. Hal ini sesuai
dengan hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum
dan sesuai pula dengan kehidupan dalam negara Pancasi-
la (7.B. Chairul Amachi Zandjani: 1992) dan (Rachmat
Soemitro, 1990: 3) .

Undang-Undang pajak Wargs negara asing ini menga-—
tur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyang-
kut subyek pajak (siapa yang dikenakan), obyek pajak

{(penyebab pengenaan) dan tarif pajak (cara

menghitung

jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta

pembenahan yang adil. (i Perpajakan, 19856 4) .
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Dalam Islam selama ini tidak dijumpai masalah
pajak warga negara asing, oleh karena itu perpajakan
tersebut perlu diadakan suatu perbandingan dengan
Jizyah (pajak rmon muslim). Dari penulisan ini diharap-
kan akan dapat diketahui seberapa jauh persamaan dan

perbedaan antara pajak warga negara asing dan jizyah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari Latar belakang tersebut di atas, maka dapat
diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari
adalah sejauh mana perbedaan dan persamaan antara
Jizyah dé]ém Islam danm pajak warga negara asing di

Indonesia.

C. RUMUSAN MASALAH
Agar lebih praktis, maka masalah studi ini  diru-
muskan sebagai berikut:
1. Bagaimana diskripsi tentang Jizyah dalam Islam dan
pajak warga negara asing di Indonesia?
2. Sejauh mana perbandungan antara konsep jizyah dalam
Islam dan pajak warga negara asing di Indonesia?.

'-.ﬂ
D. TUJUAN STUDI

Sejalan dengan adanya rumusan masalah di atas,

maka tujuan studi Yya8ng ingin dicapai adalah:
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1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Jjizyah dalam
Islam dan pajak warga negara asing di Indonesia.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara

Jizyah dan pajak warga negara asing tersebut.

E. KEGUNAAN STUDI
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil studi
ini sekurang—kurangnya ada dua hal, yaitu:

1. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang
masalah yang berkaitan dengan ini, dan sekaligus
sebagai tambahanabacaan.

2 Secaré> khusus penelitian berbentuk skripsi ini
untuk memperocleh gelar sarjana program strata satu

(51) dalam Ilmu Syari’ah.

F. DATA YANG PERLU DIGALI
1. Dasar hukum tentang jizvah dan Undang-Undang pajak
warga negara asing.
2. Pendapat para ulama’ tentang jizyah.

3. Ketentuan pajak warga negara asing.

G. SUMBER DATA 4
Untuk memperoleh data dalam penyusunan sktripsi
imi, maka sumber data yang dipakail adalah data-datas

vang diperoleh dari buku-buku, antara lain:
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1. A. Samudra Azhari, Perpajakan di Indonesia, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

2. Aini Hamdan, Perpajakan, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
1993.

3. SBayyid Sabiqg, Figh Sunah 11, PT. Al-Ma‘arif, Ban-—
dung, 1987.

4. Ibnu Rusd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Juz 2,
PT. Amani, Jakarta, 1978 M.

5. Undang-Undang Perpajakan, Pustaka Tinta Mas, 1986.

atau sumber lain yang ada kaitannya dengan permasala-

han.

H. METODE ANALISA
Metode pembahasan dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Metode Diskriptif
Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari hasil
penelitian yang bersifat khusus, kemudia dari hasil
penelitian tersebut dipadulkan dan ditarik kesimpu—
lan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode Komparatif.
Yaitu dengan membandingkan antara dua hal dari
masing-masing aspeknya dan akhirnya dapat dirumus-

kan dengan kesimpulan.
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I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi 1ni disusun dengan sistematika bab perbab
yang masing-masing bab mengandung sub bab, dimana
antara vyang satu dengan yvarng lain mempunyail hubungan
yang erat, sehingga kesatuan bab-bab tersebut merupa-—
kan kebulatan pengertian dari skripsi ini.

Bab I adalah pendahuluan, diuraikan segala hal
yang menjadi dasar dari penulisan skripsi ini. Semua
vang dijadikan penjelasan dalam skripsi ini adalah
merupakan gambarab global dari keseluruhan materi
penulisan yang akén dikemukakan pada bab-bab beri-
kutnya.

BAB 11 adalah merupakan penjelasan terhadap pajak
warga negara asing, baik mengenal pemungutannya,
subyeknys, obyeknya, masa berlakunya, ketentuan-—

ketentuan pembayaran serta sanksi-sanksi yang telah

ditetapkan.

BAB 111 adalah merupakan penjelasan tentang
Jjizyah, baik mengenai subvyeknya, obyeknya, macam—
macamnya, maupun pendapat—-pendapat dari kalangan
Fugoha' .

BAB IV adalah tentang analisis perbandingan

antara Jjizyah dengan pajak warga negara asing yang
meliputi perbedaan dan persamaannya.
BAB V adalah penutup vang merupakan bab terakhir

di dalam pembahasan skripsi ini. Didalamnya
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dikemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh uraian
dalam skripsi ini yang celanjutnya diberikan saran®
saran agar para pembaca dapat mengembangkan dan men-—

gambil manfaat dari pembahasan yang ada di dalamnya.
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